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PENGANTAR REDAKSI

Upaya untuk memajukan pendidikan
sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab
pemerintah pusatr, tetapi juga menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah. Ketika kebijakan
desentralisasi pendidikan digulirkan dan daerah
memegang tongkat estafet untuk terus menghela
kemajuan dan kualitas pendidikan, maka inisiatif
dan komitmen pimpinan di tingkat provinsi, kota
dan kabupaten untuk memajukan pendidikan
menjadi sangat penting.

Dalam Edisi Kedua, Volume I1, Agustus Tahun
2010 ini, LITERASI sengaja mengangkat topik
utama tentang efektivitas pelaksanaan program
pembangunan bidang pendidikan di daerah. Di era
otonomi daerah, perlu disadari bahwa tanggung
untuk mencerdaskan masyarakat dan memajukan
pendidikan kini ada di tangan Pemerintah Daerah,
dan sudah sewajarnya jika daerah terus berkomitmen
untuk mengembangkan program-program yang
inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas dan
pemerataan pendidikan.

Selain mengangkat topik utama tentang inisiatif
daerah dalam program pembangunan bidang
pendidikan, Literasi kali ini juga mengangkat
berbagai gagasan menarik yang berkaitan dengan
upaya untuk terus memajukan kualitas
pembelajaran dan pendidikan.

Harapan kami semoga, LITERASI Edisi Kedua
Tahun 2010 ini dapat menggugah perhatian
pembaca, khususnya kalangan pendidikan agar lebih
peka dan dapat memperoleh ilham untuk
mengembangkan proses pembelajaran yang benar-
benar berbasis kepada kepentingan terbaik peserta
didik. Selamat membaca dan berkarya.

iter n sebagai media informasi, diskusi dan
sosialisasi masalah pendidikan, khususnya di Propinsi Jawa
Timur. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian,
dan berbagai gagasan yang kritis. Redaksi mengundang para
ahli, peminat, praktisi dan cendekiawan yang berbakat untuk
berdiskusi dan menulis secara kreatif persoalan pendidikan
di Jawa Timur. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki
tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.
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TOPIK UTAMA (1)

EVALUASI PELAKSANAAN BOPDA
DI KOTA SURABAYA

Septi Ariadi
Sekretaris Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangea

Di tengah kondisi perekonomian
yang belum sepenuhnya pulih dari situasi
krisis, salah satu masalah sosial yang
menjadi fokus perhatian pemerintah, tak
terkecuali Pemerintah Kota Surabaya
adalah bagaimana menjamin kelangsungan
pendidikan anak, minimal hingga jenjang
pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional telah diamanatkan
bahwa setiap warga negara yang berusia 7-
15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam
ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar
merupakan tanggungjawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat. Ini berarti Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib memberikan
layanan pendidikan bagi seluruh peserta
didik pada tingkat pendidikan dasar (SD

dan SMP) serta satuan pendidikan lain
yang sederajat.

Dewasa ini, upaya yang dilakukan
Pemerintah untuk menjamin kelangsungan
pendidikan dan sekaligus menyediakan
layanan pendidikan dasar bagi anak-anak

usia 7-15 tahun adalah Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dan Program
Biaya Khusus Siswa Miskin (BKSM).
Program BOS sendiri ini telah digulirkan
sejak tahun 2005, dan pada tahun 2009
disempurnakan lagi dengan sejumlah
perbaikan. Pelaksanaan Program BOS
mulai tahun 2009 tidak lagi hanya
berperan untuk mempertahankan Angka
Partisipasi Kasar (APK), namun juga harus
berkontribusi besar untuk meningkatkan
mutu pendidikan dasar.

Di Kota Surabaya, salah satu peran
yang telah dilakukan Pemerintah Daerah
untuk membantu kelangsungan
pendidikan anak-anak adalah program
BOPDA  (Bantuan Operasional
Pendidikan Daerah). Program ini
digulirkan sebagai program dan dana
pendamping dari program BOS dan
BKSM, yang intinya bertujuan sama, yaitu
menjmin kelangsungan pendidikan anak,
khususnya siswa miskin agar tidak putus
sekolah di tengah jalan. Dalam Peraturan
Walikota Surabaya No. 6 Tahun 2009
disebutkan bahwa yang dimaksudkan
dengan Biaya Operasional Pendidikan
adalah sejumlah anggaran yang disediakan
Pemerintah Kota Surabaya, yang
diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri,
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN),

Diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 1



TOPIK UTAMA (1)

b

Sekolah Menengah Pertama Nege}r\;,
Madrasah Tsanawiyah Negeri (M;Sa m)
mpingan pro

dilam rangla p'end?Se?colgh (BOS) dan
Bantuan Operasiona

Sekolah Menengah Aas Negeri, Madrasah
Aliyah Negeri (MAN), dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri dalam rangka
pendampingan Program Biaya Khusus
Siswa Miskin (BKSM).

Bagi siswa atau anak-anak dari keluarga
miskin, kehadiran program BOS, BKSM
dan BOPDA ini tentu sangat strategis,
karena kita tahu bahwa imbas situasi krisis
ekonomi yang berkepanjangan telah
menyebabkan kesempatan mereka untuk
melanjutkan pendidikan sedikitbanyak
terhambat. Pertama, akibat krisis ekonomi,
kita tahu bahwa akses atau kesempatan
anak-anak dari keluarga miskin untuk
memperoleh pelayanan publik di bidang
pendidikan jelas akan makin berkurang,
dan bahkan tidak mustahil sama sekali
pupus karena mereka terpaksa masuk
dalam situasi yang teramat sulit dan
dilematis antara meneruskan sekolah
ataukah membantu orang tua untuk
menutupi kebutuhan hidup yang makin
mencekik akibat situasi krisis. Kedua,
bersamaan dengan terjadinya gelombang
anak putus sekolah dan tingginya angka
siswa yang tidak meneruskan ke jenjang
SLTP, tidak mustahil akan menyebabkan
anak-anak dari keluarga miskin potensial
terpuruk dalam kondisi hubungan kerja
yang merugikan, eksploitatif, dan bahkan
tidak menutup kemungkinan mereka

terpaksa terperangkap pada kegiatan
produktif atau sektor-sektor yang
sesungguhnya sangat tidak dapat
ditoleransi (most intolerable forms of child

—

labour). Ketiga, terjadinya krisis ekonom;
yang berkepanjangan bukan tidak mungkin,
menyebabkan batas toleransi terhadap
kasus-kasus eksploitasi dan pelibatan anak.
anak miskin dalam kegiatan produktif
menjadi makin longgar, sebab situasi dan
kondisi yang ada dinilai sebagai faktor
pendorong yang tak terelakkan.

Menurut ketentuan yang berlaky,
besaran anggaran biaya operasional
pendidikan untuk masing-masing
sekolah ditentukan berdasarkan jumlah
siswa yang terdaftar pada sekolah
penerima BOPDA. Khusus untuk SMA
dan MAN, besaran biaya operasional
pendidikan ditentukan berdasarkan
jumlah siswa miskin yang terdaftar pada
masing-masing SMAN dan MAN. Yang
dimaksud siswa miskin adalah siswa yang
memiliki Kartu Identitas Keluarga
Miskin (KIKM) atau Surat Keterangan
Miskin (SKM) yang diperoleh sesuai
ketentuan yang berlaku.

Di Kota Surabaya, menurut catatan
jumlah dana BOPDA yang telah
disalurkan pada tahun 2008 sebesar Rp.
204.870.429.000 dan yang terserap
sebanyak Rp. 191.574.338.158 (93,51%),
sehingga  masih  tersisa  Rp.
13.296.090.842. Untuk tahun 2009,
alokasi dana BOPDA yang disalurkan ke
berbagai sekolah naik menjadi Rp.
290.712.060.002, tetapi lagilagi karena
alasan administratif di tahun 2009 hanya
terserap Rp. 272.272.852.289 (93,66%)
sehingga kembali tersisa sebesar Rp.
18.439.207.713. Secara rinci, berapa
alokasi anggaran atau unit cost untuk
masing-masing siswa per bulan adalah

sebagai berikut:
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TOPIK UTAMA (1)

Tabel 1
Unit Cost BOS dan BOPDA Per Siswa Per Bulan
Kmnnﬂn_ BOS - BOPDA
2008 2009 2008 2009

SD/MI 21.166,66 33.333,33 29.000 29.000
SDLR 21.166,66 33.333 33 29.000 29.000
SMP/MTs 29.500 47.916,66 70.500 70.500
SMPLB 29.500 47.916,66 70.500 70.500
SMPT 29.500 47.916,66 70.500 70.500
SMA/MA 0 0 150.000 150.000
SMK 0 0 152.000 152.000

Di atas kertas, penyaluran berbagai
bantuan untuk menjamin kelangsungan
pendidikan anak, khususnya siswa
miskin tentu diharapkan akan dapat
memberikan manfaat yang benar-benar
maksimal bagi anak-anak dari keluarga
miskin dan anak-anak pada umumnya.
Tetapi, layaknya program
pembangunan yang lain, untuk
menakar sejauhmana efekrivitas dari
program BOPDA benar-benar
memberikan manfaat sebagaimana
diharapkan, tentu yang diburuhkan
adalah evaluasi yang mendalam dan
objekrif. Meski sepintas pelaksanaan
program BOPDA disebut-sebut telah

memberikan manfaat yang nyata untuk
membantu menjamin kelangsungan
pendidikan anak-anak miskin. Namun
demikian, sesungguhnya bisa dikaji
lebih jauh sejauhmana pemberian
BOPDA tersebut terbukti signifikan.

1. Metode

Dalam studi yang dilakukan, paling-
tidak telah dilakukan empat proses
pengumpulan data. Pertama, tim peneliti
mengumpulkan data sekunder tentang
kondisi dan kinerja pembangunan bidang
pendidikan, khususnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan program BOPDA di
Kota Surabaya.
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Tabel 2
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Kedua, melakukan proses 2. Pelaksanaan Program BOPDA

pengumpulan data primer ke berbagai
sekolah untuk mewawancarai siswa, guru
dan Kepala Sekolah terhadap efektivitas
pelaksanaan Program BOPDA di
lingkungan masing-masing. Proses
pengumpulan data primer dilakukan di
sejumlah sekolah sebagai sampel lokasi
evaluasi. Sejumlah sekolah yang dijadikan
lokasi sampel evaluasi, mulai dari jenjang SD,
SMP dan SMA atau satuan pendidikan lain
yang sederajat. Jumlah responden yang
diwawancarai diperoleh sebanyak 225 siswa,
30 guruy, dan 15 Kepala Sekolah.

Ketiga, melakukan  proses
pengumpulan data dengan cara melakukan
indepth interview kepada sejumlah informan
kunci.

Keempat, melakukan FGD untuk
memperoleh masukan dari stakeholder
terkait tentang kendala pelaksanaan

BOPDA dan upaya perbaikan yang dapat
dilakukan ke depan.

Hibah Biaya Operasional Pendidikan,
Daerah (BOPDA) adalah alokasi dan, va
diberikan Pemerintah Kota Suraba-ﬂ
kepada berbagai sekolah negeri Maupun
swasta dengan tujuan untuk menjamin
kelangsungan pendidikan siswa miskin dan
sekaligus meningkatkan kualitas Proses
pembelajaran yang dikembangkan d;
sekolah. Program BOPDA ini dirancang
dan digulirkan Pemerintah Kota Surabaya,
karena disadari bahwa dana BOS yang
dikucurkan pemerintah pusat ternyata
belumlah cukup memadai untuk
memenuhi kebutuhan sekolah secara
maksimal.

Secara teoritis, kita tahu bahwa
alokasi dana dan pelaksanaan program
BOPDA di Kota Surabaya, sesungguhnya
tidak hanya bertujuan untuk membantu
kelangsungan pendidikan anak-anak yang
secara ekonomi kurang mampu, tetapi ju
bertujuan untuk mendorong upay

LITERASI | Vol.2| No.2| Agustus201?



peningkatan kualitas pembelajaran di

sekolah sekaligus mencegah terjadinya
komersialisasi dalam

proses
penyelenggaraan pendidikan di Kota
Surabaya.

Meski tidak semua sekolah

mempraktikkan cara-cara yang sifatnya
kapitalistik, namun ada indikasi bahwa
dalam beberapa tahun terakhir
penyelenggaran pendidikan di Kota
Surabaya, sedikit-banyak telah
terkontaminasi oleh kepentingan yang
sifatnya pragmatis dan ekonomis.

Bagi siswa yang berasal dari keluarga
miskin, ketika biaya pendidikan makin
mahal dan di luar jangkauan kemampuan
orang tuanya, maka pada akhirnya tidak
lagi pilihan yang bisa diambil. Seorang
anak miskin, agar tetap dapat terjamin
kelangsungan pendidikannya, maka yang
dibutuhkan tak pelak adalah intervensi
atau uluran tangan dari pihak lain,
termasuk uluran bantuan dari pemerintah
daerah.

Di Surabaya, kita tahu sejak situasi
krisis melanda negeri ini, dan efek domino
yang ditimbulkan sedikit-banyak
mengancam kelangsungan pendidikan
anak, maka mau tidak mau pemerintah
daerah harus ikut ambil bagian
mengantisipasi dampak yang tidak
diinginkan. Dengan mengucurkan dana
Bopda ke berbagai sekolah, tujuan yang
ingin diraih Pemerintah Kota Surabaya
adalah sejauh memungkinkan dapat
mencegah anak-anak putus sekolah,
minimal hingga mereka lulus dari jenjang
pendidikan dasar 9 tahun.

Memang, alokasi bantuan dan
kucuran dana Bopda yang diberikan

TOPIK UTAMA (1)

Pemerintah Kota Surabaya tidak langsung
diterima siswa dalam bentuk beasiswa yang
mereka bisa langsung gunakan untuk
membeli buku, membeli seragam sekolah
atau kepentingan yang lain. Namun
demikian, bukan berarti siswa sama sekali
tidak memperoleh manfaat dari kucuran
dana Bopda ini. Harapan Pemerintah Kota
Surabaya, dengan memberikan dana
Bopda kepada berbagai sekolah, maka
sekolah diharapkan akan dapat
menterjemahkannya dalam bentuk
kegiatan dan kebutuhan sekolah yang
benar-benar kontekstual, berpihak kepada
kepentingan peserta didik, dan sekaligus
mampu meningkatkan kualitas proses
pembelajaran.

Apakah harapan Pemerintah Kota di
atas benar telah terealisasi dalam
kenyataan? Benarkah dengan menyalurkan
dana BOPDA, selain bias menjamin
kelangsungan pendidikan anak-anak
(miskin), juga sekaligus dapat
mendongkrak mutu pendidikan? Untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,
berikut akan dipaparkan hasil survey yang
dilakukan kepada 225 siswa dari berbagai
sekolah yang ada di Kota Surabaya, baik
dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Sengaja dalam survei ini diwawancarai
langsung kepada para siswa, karena dalam
proses penyelenggaraan pendidikan, para
siswa inilah yang sesungguhnya menjadi

subyek pendidikan.

2.1. Profil Siswa
Jumlah keseluruhan siswa yang
menjadi responden penelitian ini

sebanyak 225 siswa. Mereka berasal dari
berbagai jenjang pendidikan, mulai dari

Diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 5



SD hingga SMA Jumlah sekolab yang
menjadi lokasi penelitian adalah § S, §
SMP dan § SMA vang tersebar di berbagai
‘tmam:ﬂ:m 1]! Fnla &!H?l".ﬂ_{’d Semua
sekolah berstatus sekolah negeri dan
memiliki akreditasi B dan A

a (N=225)
Identitas Siswa (N=220)__

TOPIK UTAMA (1)
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Dari segi jenis kelamin, sebanyak
65,8% merupakan siswa putri dan 34,2%
merupakan siswa putra atau laki-laki.
Untuk jenjang SD, siswa yang
diwawancarai berasal dari Kelas 4 hingga
Kelas 6 (33,3%), berasal dari Kelas 7
hingga Kelas 9 sebanyak 33,3%, dan
berasal dari Kelas 10-12 sebanyak 33,3%.
Sengaja dalam studi ini dipilih siswa dari
berbagai jenjang dengan pertimbangan
dapat diperoleh data yang lebih bervariasi.
Khusus untuk siswa jenjang SD, sengaja
hanya dibatasi siswa Kelas 4-6, sebab
diasumsikan untuk siswa Kelas 4 SD ke
atas sudah memiliki pengetahuan dan
respons yang memadai ketika mereka
diminta beropini tentang berbagai hal

seputar pelaksanaan BOPDA (i
sekolahnya,

diberikan kepada siswa miskin, untyk
program BOPDA umumnya mcmang
diberikan kepada seluruh siswa melaly;
sekolah. Jadi, baik siswa miskin Maupun
tidak miskin, semua adalah target sasaran
dari Program BOPDA, yang intinya tidak
hanya bertujuan untuk menjamip
kelangsungan pendidikan anak, tetap juga
bertujuan untuk meningkatkan kualigas
proses pembelajaran di berbagai sekolal,

Tentang prestasi siswa, dalam studi in;
hampir separuh (45,3% siswa yang
diwawancarai termasuk siswa yang biasa
biasa saja. Dalam arti mereka bukan
merupakan siswa yang termasuk 5 atau 10
besar di kelasnya. Dari 225 siswa, sebanyak
8,4% merupakan siswa yang memiliki
prestasi menonjol, yakni dalam setahun
terakhir pernah menduduki peringkat

LITERASI | Vol.2| No.2 | Agustus 2010



ranking 1 di kelasnya, dan sebanyak 8%
merupakan siswa dengan prestasi ranking
7 di kelasnya. Sebanyak 17,3% merupakan
siswa yang memiliki ranking 6-10 di

kelasnya.

2.2. Efektivitas dan Manfaat BOPDA
Secara teoritis, proses pengajaran dan
pendidikan di sekolah dan di kelas
seyogianya selalu didukung suasana
pendidikan yang kondusif. Artinya, yang
namanya kegiatan belajar bukan sekadar
siswa duduk dan mendengar apa yang
diajarkan guru, melainkan yang terpenting
adalah bagaimana siswa bisa merasa kerasan
dan nyaman untuk belajar. Merasa kerasan
dan nyaman di sini berarti merasa aman,
bebas, berkembang sesuai dengan
kemampuannya (Suparno dkk., 2002:
65). Seperti dikatakan Ki Supriyoko

TOPIK UTAMA (1)

(2002), salah satu faktor kesuksesan belajar
dan keberhasilan pendidikan ditentukan
sejauhmana ketersediaan dari apa yang
disebut sebagai sarana hardware atau
perangkat kerasnya, antara lain ruang
belajar, peralatan praktek, laboratorium,
perpustakaan dan lain sebagainya.

Dengan dukungan Program BOPDA,
salah satu hasil yang diharapkan adalah
dapat memperoleh dan
memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
yang memadai. Dengan diberlakukan
kebijakan otonomi sekolah dan
pemberian kewenangan bagi sekolah untuk
merencanakan kebutuhannya sendiri,
maka diharapkan sekolah akan dapat
menentukan halhal apa saja yang menjadi
kebutuhan peserta didik, dan kemudian
merealisasikannya dengan dukungan dana
BOPDA.

siswa

Tabel 4
Perubahan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Apa Saja yang Dirasakan Warga

Sekolah Dalam Satu Tah\_;n Terakhu- BOPDA Diterima

47 S T, “Perubshan dan perbaikan____
,Spranadanpmana " Membaik | Samasaja | Memburuk
l. Ruang kelas 58.2% g; ;‘;: g;i
u 68.0% ! ’
> guﬁ Sl 63.1% 35.1% 1.8%
4. Perpustakaan 58.7% 35.1% 6.2%
5. WC/Kamar mandi siswa 41.8% 40.4% 17.8%
6. WC/kamar mandi guru 36.4% 49.3% 14.2%
7. Laboratorium bahasa 49.8% 41.3% 8.9%
8. Laboratorium IPA 39.6% 41.3% 19.1%
9. Sarana olahraga 56.9% 33.4% 9.8%
10. Kantin sekolah 57.3% 33.8% 8.9%
11. Halaman sekolah 63.6% 29.8% 6.7%
12. Kursi siswa 48.0% 41.8% 10.2%
13. Meja siswa 46.2% 43.6% 10.2%
14. UKS 66.7% 29.8% 3.6%
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Tanpa didukung fasilitas yang
memadai dan suasana belajar yang
menyenangkan, sulit kita berharap kegiatan
pembelajaran bisa berlangsung dengan
maksimal, bahkan tidak mustahil yang
terjadi adalah hal-hal yang kontra-
produktif. Bisa dibayangkan, ap2 yang
bakal terjadi jika siswa terpaksa belajar di
ruang kelas yang tidak layak, bising dan
panas dan kotor. Suasana gerah, selain
membuat siswa tidak nyaman, niscaya
akan membuat mereka juga kesulitan
untuk dapat berkonsentrasi dengan baik
menyimak materi pelajaran.
Di berbagai sekolah yang me
lokasi sampel penelitian lapangan,
meskipun separuh lebih (58,2%) siswa
mengaku kondisi ruang kelas sudah
tergolong memadai. Tetap i, untuk sekolah-
sekolah tertentu, terutama sekolah yang
ada di wilayah pinggiran dan sekolah non-
favorit, kondisi ruang kelas, bangku dan
kursi siswa, kondisi ruang dan koleksi
perpustakaan, sarana olah raga, dan
terutama laboratorium [PA umumnya
masih kurang memadai, dan bahkan jauh
dari layak -walaupun dalam beberapa
kasus tidak sedikit siswa telah merasakan
perbaikan. Berbeda dengan sekolah favorit
dan swasta unggulan yang memiliki fasilitas
belajar yang lengkap, di sekolah-sekolah
pinggiran yang sederhana, umumnya siswa
harus puas belajar dengan fasilitas yang
s.eadanya. Alih-alih kondisi ruang kelas
siswa makin baik, dalam kenyataan justru
ada 9,3% siswa yang mengaku kondisi
B L_‘el”ﬁYa makin memburuk.
beandingkan dengan ruang guru, di
i sekolahnya umumnya tidak

njadi

TOPIK UTAMA

m—"_

galami perubahan. Unty)
menurut 68% siswa dikmakm‘
Jalam setahun terakhir cc:dertjng makir,
membaik- Hanya 2,21% siswa yap,
menyatakan kondisi Tuang guru makip

bertambah puruk. Sementara itu, unnyj
hanya 58,2%) 515wa Yang

ndisinya membaik.
berbagai fasilitas belajar d;
ekolah, yang paling banyak dikeluhkap,
siswa terutama adalah  kondis;
laboratorium TPA; WC/kamar mandj
siswa, dan kursi serta meja belajar sisw,_
Sebanyak 19,1% siswa menyatakan bahw;,
kondisi laboratorium IPA dalam setahyp,
rerakhir justru makin memburuk dan tidal
layak bagi siswa-

Di antara berbagai sarana dap
prasarana yang ada di sekolah, menuryt
para siswa yang diteliti, yang mengalam;
perubahan dan perbaikan cukup signifikan
umumnya adalah ruang guru (68%), ruang
Kepala Sekolah (63,1%), UKS (66,7%),
kondisi halaman sekolah (63,6%), ruang
kelas (58,2%), kantin sekolah (57,3%),
perpustakaan (58,7%) dan sarana olahraga
(56,9%).

Untuk kondisi perpustakaan, bagi
kota besar seperti Surabaya sebetulnya agak
ironis jika kondisi perpustakaan sekolah
yang ada ternyata tidak banyak mengalami
perbaikan. Walaupun separuh lebih
perpustakaan sekolah dinilai siswa makin
membaik, namun cukup banyak siswa
(35,1%) yang menilai bahwa kondisi
perpustakaan sekolah yang ada ternyata
tl-dak berkembang, dan bahkan ada 6,2%
siswa yang menilai kondisi perpustakaan
yang ada di sekolahnya justru makin
memburuk.

ruang gUrU1

Di antara
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Meski tidak selalu apa yang dikatakan
siswa di atas merupakan realitas yang
terjadi di lapangan, namun bagaimanapun
harus diakui bahwa dukungan Program
BOPDA bagi sekolah tampaknya lebih
signifikan pada perbaikan fasilitas untuk
guru, Kepala Sekolah dan fasilitas sekolah
daripada fasilitas yang berkaitan dan bisa
diakses langsung oleh siswa, seperti meja-
kursi siswa dan ruang kelas.

2.3. Kondisi Alat Peraga Mengajar
Untuk menjelaskan materi pelajaran
seorang guru tidak cukup hanya
mengandalkan penjelasan oral atau
penjelasan lisan semata. Penjelasan materi
dengan menggunakan metode ceramah
murni tanpa alat peraga sangat mungkin
sebagian siswa akan kesulitan menerima isi
materinya. Sebaliknya kalau materi
pelajaran yang diberikan oleh guru diikuti
dengan alat peraga akan memudahkan
siswa menangkap isi pelajarannya. Apakah
kondisi alat peraga untuk mengajar di

TOPIK UTAMA (1)

berbagai sekolah di Kota Surabaya dalam
setahun terakhir telah dirasakan siswa
makin membaik?

Secara umum, dari data yang
diperoleh, kondisi alat peraga mengajar di
berbagai sekolah di Surabaya bisa dikatakan
telah mengalami perbaikan. Namun
demikian, arah penekanan perbaikan alat
peraga mengajar tampaknya lebih
berorientasi pada perbaikan pada aspek
perangkat teknologi informasi daripada
perbaikan alat peraga dasar, seperti
ketersediaan peta, duplikat tengkorak,bola
dunia dan gambar anatomi tubuh.

Salah satu alat peraga yang biasanya
dipakai guru untuk mengajar khususnya
pelajaran IPA atau biologi, misalnya adalah
duplikat tengkorak. Meski menurut
sepertiga siswa (30,7%) kondisi duplikat
tengkorak di sekolahnya membaik, namun
sebagian besar siswa (47,1%) menyatakan
kondisinya sama saja, dan bahkan
sebanyak 22,2% siswa menilai kondisinya
makin memburuk.

Tabel 5
Kondisi Alat Peraga Mengajar Yang Ada Dalam Setahun Terakhir
: o Alst : Pembahnndan perbaikan R
1 BN Membaik Samasaja | Memburuk

1. Papan tulis 52.9% 39.5% 1.6%
2. LCD 68.9% 25.8% 5.3%
3. Komputer 84.0% 10.7% 5.3%
4. Peta ruang kelas 36.4% 53.8% 9.8%
5. Duplikat tengkorak 30.7% 41.1% 22.2%
6. Gambar anatomi tubuh 43.6% 46.7% 9.8%

manusia/hewan/tumbuhan
7. Bola dunia 38.2% 53.8% 8.0%
8. Peralatan olh raga (bola, matras, 57.3% 32.0% 10.7%

dl)
9. Koleksi buku di perpustakaan 57.8% 34.7% 7.6%

Diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 9
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Alat peraga lainnya untuk membantu
mengajar biasanya berupa gambar—gambar
yang menunjang sekaligus membantu
seorang guru menyampaikan materi
pelajarannya sehingga mudah diterima dan
dimengerti siswanya. Peta, misalnya,
seringkali dibutuhkan dan perlu dipasang
di dinding ruang kelas untuk
memudahkan siswa belajar geografi atau
bidang ilmu lain yang berkaitan. Tetapi,
yang memprihatinkan, studi evaluasi ini
menemukan hanya 36,4% siswa yang
menilai kondisinya makin membaik.
Sebanyak 53,8% siswa menyatakan
kondisinya sama saja, dan bahkan
sebanyak 9,8% siswa menilai kondisi peta
di ruang kelasnya makin buruk.

Selain peta, alat peraga belajar lain
siswa tidak banyak

kan adalah replika bola
studi ini

yang menurut
mengalami perbai
dunia. Seperti juga kondisi peta,
menemukan bahwa sebagian besar siswa
(53,8%) umumnya menilai kondisi bola
duniayangadadi kelasnya umumnya tidak
mengalami perbaikan, dan bahkan
sebanyak 8% siswa justru menilai
kondisinya lebih buruk. Hanya 38,2%
siswa yang menilai kondisi bola dunia
yang ada di ruang kelasnya makin
membaik.

Di era perkembangan teknologi
informasi yang makin canggih, perbaikan
alat peraga belajar yang menonjol
umumnya adalah komputer dan LCD.
Dari 225 siswa yang diteliti, hampir semua
(84%) menyatakan bahwa kondisi
komputer di sekolahnya dalam setahun
terakhir mengalami perbaikan atau
membaik. Demikian pula untuk fasilitas
LCD, sebanyak 68,9% siswa menyatakan

10
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kondisinya makin membaik. Di sejupm
sekolah yang diteliti, memang diaku s‘- ah
bahwa sebagian guru umumnya Sul;wa
menggunakan komputer dan LCD sel, a}}
alat bantu untuk menjelaskan materj agaj
dibahas di kelas. Bahkan, tidak h:a“g
menayangkan definisi atau kOnSepkonana
dalam pemanfaatan komputer dan I_Ce%
umumnya para guru juga menampilkap,
gambar atau film yang relevan den
materi pelajaran yang disampaikan, o

2.4. Kompetensi Guru

- Selain hardware seperti ruang belajar
atau laboratorium, faktor penenu,l
keberhasilan pendidikan dan proses
belajar lainnya adalah perangkat pikir atay
brainware (Ki Supriyoko, 2002). K;j
Supriyoko menjelaskan bahwa yang
termasuk brainware adalah guru, kepala
sekolah, anak didik atau siswa dan orang.
orang yang terkait di dalam proses
pendidikan itu sendiri.

Banyak orang berpendapatan bahwa
dari sejumlah faktor —hardware, software dan
brainware— yang paling nementukan
keberhasilan pendidikan dan proses
belajar mengajar ada di tangan guru.
Kendati ruang belajar amat sederhana,
kondisi perpustakaan dan laboratorium
amat menggenaskan, tetapi masih ada guru
yang baik dan bertanggungjawab maka
masih ada harapannya. Sebaliknya, kendati
ruang belajar amat bagus dan nyaman
karena dilengkapi AC, perpustakaan serba
lengkap dan laboratotorium lengkap
dengan sejumlah peralatan prakteknya
tetapi bila tidak ada guru maka jangan
harap proses belajar mengajar dan
pendidikan berjalan secara optimal.
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Meski demikian bukan berarti peran
m proses belajar mengajar
menjadi titik sentralnya. Dalam model
Manajeman Berbasis Sekolah (MBS)

enckanan ditujukan kepada pembelajaran
aktif, efektif dan menyenangkan. Berangkat
Jari konsep ini maka posisi guru tidak lagi
sebagai pihak yang paling tahu sementara
siswa berada pada pihak yang harus
menerima saja transfer pengetahuan dan
ketrampilan. Dalam model MBS posisi
guru hanya sebagai fasilitator yang dinamik
Jan kreatif. Karena posisi seperti ini maka
guru diharapkan menggunakan
pendekatan dan strategi pembelajaran atau
mengatur kelas dengan banyak variasi.
Selain itu guru juga dituntut untuk dapat
menciptakan suasana kelas yang
menyenangkan dengan cara misalnya setiap
proses belajar mengajar selalu berupaya
meyiapkan dan menggunakan alat peraga
dan penunjang lainnya. Dengan demikian
suasana kelas dapat tercipta yang benar-

guru dala

TOPIK UTAMA (1)

menyatakan bahwa kualitas guru di sekolah
mereka cenderung makin baik. Hanya
6,2% siswa yang menilai kualitas guru
dalam mengajar makin memburuk.
Sementara itu, sebanyak 29,8% siswa
menyatakan kualitas guru dalam mengajar
relatif sama saja.

Sejumlah siswa yang diwawancarai
secara mendalam menyatakan bahwa saat
ini, sebagian guru yang mengajar di
sekolahnya dinilai makin baik. Guru tidak
lagi sekadar mengajar dan memberi catatan
kepada siswa, tetapi para guru umumnya
telah menyadari dan melakukan reposisi
untuk lebih memerankan diri sebagai
fasilitator, dan mengajar dengan cara yang
lebih atraktif. Diakui sejumlah siswa,
bahwa pemanfaatan alat peraga mengajar,
seperti komputer dan LCD telah
membuat proses belajar-mengajar menjadi
lebih menyenangkan (joyfull learning) dan
menarik.

Memang, menurut informasi yang

benar menyenangkan. diperoleh masih ada beberapa guru yang
Tabel 6
Penilaian Siswa Terhadap Kompetensi Guru Mengajar Dalam Setahun Terakhir
Tl y : _ Perubahan dan perbaikan R AL Y

: e Membaik | _ Samasaja | Memburuk _

1. Kualitas mengajar 64.0% 29.8% 6.2%

2. Buku rujukan yang dipakai 46.2% 40.9% 12.9%

3. Materi yang disampaikan 59.6% 32.9% 1.6%

4. Tingkat kehadiran guru di kelas 63.6% 29.3% 1.1%

Meski tidak semua guru dinilai siswa
memiliki kompetensi dan kualitas yang
baik dalam mengajar. Namun, paling-tidak
dalam setahun terakhir telah
memperlihatkan indikasi bahwa kualitas
guru-guru yang ada cenderung membaik.
Dari 225 siswa yang diwawancarai, 64%

mengajar dengan cara “kuno”, lebih banyak
memperlakukan siswa layaknya bejana
kosong dan memberi siswa catatan yang
sama persis dengan buku diktat atau buku
pelajaran yang ada. Tetapi, guru semacam
ini menurut siswa makin lama cenderung
makin sedikit. Studi ini menemukan

Diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur 1



separuh lebih siswa (59,6%) menyatakan
bahwa dari materi yang disampaikan guru
di kelas, dalam setahun terakhir juga
makin membaik atau makin berkualitas.
Hanya 7,1% siswa yang menyatakan bahwa
proses belajar-mengajar di kelas, terutama
ketika guru menyampaikan meteri
pelajaran dinilai makin memburuk. .
Tentang buku rujukan yang dipakai
guru mengajar, walau belum terlalu
memperlihatkan kemajuan yang signifikan.
Namun, hampir separuh siswa (46,2%)
bahwa dalam setahun terakhir
cenderung membaik. Yang dimaksud
membaik di sini, menurut siswa adalah
ketika guru dalam mengajar tidak hanya
mengandalkan satu buku pegangan waj ib
dan menyampaikan hanya isi buku itu saja
kepada siswa, melainkan guru yang
tan telah bersedia mencari dan
mengembangkan sendiri buku pelajaran
lain sebagai penunjang, sehingga materi
pelajaran yang disampaikan, termasuk soal-
soal yang dibahas di kelas menjadi lebih
beragam.

Sejumlah siswa yang di luar sekolah
mengaku les di beberapa LBB (Lembaga
Bimbingan Belajar) yang terkenal
menyatakan bahwa mereka sedikitbanyak
mengetahui mana soal yang berbobot dan
mana soal yang biasa-biasa saja. Di mata
mereka, seorang guru yang berkualitas
biasanya mampu mengajar dan
mengerjakan soal-soal tertentu yang
kualitasnya sama seperti soal yang mereka
pelajari di LBB. Seorang guru yang hanya

berpedoman pada satu buku wajib,
menurut siswa tidak mungkin bisa
mengeksplorasi dan memaparkan variasi
soal dan kedalaman materi yang bermutu.

12
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Di sejumlah sekolah yang diteliy;
<elain menyangkut buku rujukan Yané
dipakai gurd, salah satu persoalan lain yang
dinilai siswa masih membutuhkan
pebaikan adalah menyangkut intensityg
kehadiran guru di kelas. Meski Mayorityg
(63,6%) siswa menilai tingkat kehadiran
guru di kelas dalam setahun terakhj,
cenderung membaik, namun sebany,)
29,3% siswa menilai kondisinYa
sebetulnya masih sama saja. Bahkap,
sebanyak 7,1% siswa menilai tingka;
kehadiran guru di kelas belakangan i
makin memburuk.

Memang, kalau siswa menyatakap
tingkat kehadiran guru di kelas memburyk
tidak harus dimengerti bahwa gury yang
bersangkutan membolos atau tidak masyk
ke kelas. Dengan alasan rapat, menury;
siswa ada guru tertentu yang terkadang
meninggalkan ruang kelas dan tidak
mengajar. Tetapi, yang lebih dipersoalkan
para siswa sebenarnya adalah adany,
perilaku guru yang seolah-olah hadir d;
kelas, tetapi dalam kenyataan tidak
mengajar -kecuali hanya memberi siswa
catatan yang harus disalin atu menugaskan
siswa untuk mengerjakan soal-soal tertenty
hingga jam belajar selesai.

2.5. Permasalahan yang Timbul
Dengan disalurkannya bantuan dana
melalui pelaksanaan Program BOPDA,
idealnya semua sekolah tidak lagi
membebani wali murid dengan kewajiban
untuik membayar biaya operasional
sekolah, karena semua telah ditanggung
dan dibiayai dari dana BOPDA. Tetapi,
dalam kenyataan dan dengan berbagai
dalih, tidak sedikit siswa mengaku bahwa
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selama ini mereka umumnya telah harus
membayar dan mengeluarkan sejumlah
dana tambahan tertentu untuk uang
gedung, uang pratikum, daftar ulang, dan

lain sebagainya.

TOPIK UTAMA (1)

orang tua siswa membayar dana-dana
tambahan itu dengan sukarela karena
diakui memang dibutuhkan untuk
mendukung kelancaran proses belajar-
mengajar putra-putri mereka. Namun

Tabel 7
Juran Atau Pungutan yang Masih Harus Dibayar Siswa Dalam Setahun Terakhir

Jenis Pungutan Ya Tidak
1. Uang gedung 44.0% 56.0%
2. Uang daftar ulang 29.8% 70.2%
3. Uang ekstrakurikuler 10.7% 89.3%
4. Uang fotocoy bahan ajar 27.6% 72.4%
5. Uang seragam sekolah 45.3% 54.7%
6. Uang seragam olahraga 38.2% 61.8%
7. Uang tambahan les 8.9% 91.1%
8. Uang praktikum 21.3% 18.7%

Dari 225 siswa yang diwawancarai, demikian, sebagian siswa yang

studi ini menemukan bahwa hampir
separuh siswa (44%) umumnya masih
mengeluarkan dana tambahan dan harus
membayar uang gedung kepada sekolah
yang jumlahnya bervariasi, mulai dari
ratusan ribu hingga satu atau jutaan rupiah
lebih. Selain uang gedung, menurut para
siswa yang diwawancarai biaya lain yang
cukup banyak dikeluarkan wali murid
adalah uang seragam sekolah (45,3%),
uang seragam olahraga (38,2%), uang
daftar ulang (29,8%), uang pratikum
(21,3%), uang foto copy bahan ajar
(27,6%), uang ekstrakurikuler (10,7%),
dan uang tambahan les (8,9%).

Diakui sejumlah siswa yang diteliti,
bahwa seluruh dana tambahan yang
dikeluarkan orang tuanya untuk
membayar uang seragam, daftar ulang,
uang pratikum dan lain-lain itu bukanlah
hasil paksaan dari sekolah atau karena
tekanan dari pihak guru. Artinya, para

diwawancarai ada pula yang sebetulnya
agak mengeluhkan adanya tambahan dana
itu, karena dalam persepsi mereka jika
sekolah telah memperoleh kucuran dana
BOPDA, seharusnya semua keperluan
untuk biaya operasional sekolah tidak lagi
ditarik dari siswa. Beberapa siswa yang
pernah membaca berita di media massa
menyatakan bahwa jika sekolah menilai
dana BOPDA masih belum mencukupi
untuk menanggung semua kebutuhan
belajar siswa, maka sudah menjadi tugas
sekolah untuk meminta tambahan dan
memperjuangkannya ke Pemerintah Kota

Surabaya.

3. Kesimpulan

BOPDA sesungguhnya adalah salah
satu wujud komitmen dan upaya yang
dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya
untuk ikut berperan dalam menjamin
kelangsungan pendidikan siswa miskin dan
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2. Dalam proses pencairan da,
2

i

mcningkatkan
n di sekolah.
pelaksanaan program
BOPDA di Kota Gurabaya telah berjalan
relatif baik. Dalam arti, alokasi dana
BOPDA di berbagai sekolah telah
dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah,
dan para siswa pun umumnya telah
merasakan terjadinya perubahan yang
makin membaik, tidak hanya dalam

ketersediaan sarana dan prasarana belajar,
dan kompetensi guru

mutu

sekaligus

pcmhtlﬁjm'a
Secara umum,

tetapi juga kualitas

dalam mengajar.
Namun demikian, dalam beberapa

bagian harus diakui bahwa pelaksanaan
program BOPDA di sejumlah sekolah
umumnya belum sepenuhnya berjalan
efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan telah  berhasil
mengidentifikasi beberapa persoalan yang
timbul di lapangan sehubungan dengan
efektifitas pelaksanaan program BOPDA.

Seara garis besar, beberapa permasalahan

yang terjadi selama proses pelaksanaan

program BOPDA di Kota Surabaya
adalah:

1. Akibat pengaturan alokasi dana
BOPDA yang terlalu rigid dan
terkadang tidak sesuai dengan
kebutuhan riil sekolah, seringkali
pihak sekolah mengalami kesulitan
dalam mengeluarkan anggaran
BOPDA, sehingga tidak jarang ada
kegiatan sekolah yang tidak bisa
didanai, dan bahkan ada kegiatan
penting sekolah yang terkadang
;erzzfi:kilihnllangkan, karena

g peruntukan dana

BOP :
dahuﬁf sudah dipatok terlebih
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BOPDA seringkali terlambar 4,,.

jadwal yang seharusnya ditenm‘

sekolah, sehingea tidak sedikit "Qkolali
yang terpaksa harus utang atau Pinjam
terlebih dahulu ke pihak lain untuk
menalangi  kebutuhan biaya
operasional sekolah. Di samping i,

ketentuan pencairan dana BOPDA'
yang diatur harus sama untuk masing.
masing triwulan, seringkali juga tidak
sesuai dengan kebutuhan riil sekolah

sehingga menyulitkan bagi pjhal;
sekolah ketika mereka harus mengay,
pengalokasiannya sesuai kebutuhan ril
di lapangan.

Sekolah acapkali kesulitan dalam

membuat SP] pertanggungjawaban
pemanfaatan dana BOPDA bukan

karena hanya kode rekening yang
terlalu rigid, akan tetapi juga karena
beberapa hal, seperti keterpaksaan
dalam menyesuaikan dengan kode
rekening dan juga kurangnya tenaga
yang ahli yang dimiliki sekolah dalam
bidang akuntansi. Di Kota Surabaya
seperti diketahui Kepala Sekolah dar;
Bendahara Sekolah umumnya adalah
tenaga profesional dalam bidang
pendidikan dan tidak banyak tahu
tentang pengelolaan keuangan, belum
lagi mereka juga harus merangkap
mengajar dan mengelola keuangan,
terutama di jenjang SD. Kendat tidak
selalu terjadi, tetapi secara tidak
langsung dampak dari keharusan

Kepala Sekolah harus membagi waktu

antara mengajar dan urusan
administratif, sedikitbanyak akan
menimbulkan dampak terhadap
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penurunan kualitas pendidikan.
Penentuan besaran dana BOPDA yang
didasarkan pada jumlah siswa,
seringkali menyulitkan pihak sekolah,
terutama sekolah RSBI karena di satu
sisi mereka dituntut harus
meningkatkan kualitas pembelajaran,
tetapi di sisi yang lain mereka
menerima alokasi dana BOPDA yang
lebih kecil akibat jumlah siswa yang
diterima juga lebih sedikit.

Bagi sekolah RBSI, mulai tahun
depan (2011) alokasi dana bantuan
dari pusat dalam bentuk block grant
akan dihentikan karena sudah tiga
tahun berjalan, sehingga ada
kekhawatiran sekolah RSBI ini mulai
tahun depan akan menghadapi
berbagai masalah berkaitan dengan
berkurangnya dana bantuan yang
diterima sekolah. Hanya dengan
mengandalkan dana BOS dan
BOPDA, besar kemungkinan sekolah
RSBI ini akan kesulitan jika dituntut
dapat terus meningkatkan kualitas
pembelajaran di sekolahnya karena
tidak didukung dengan dana yang
memadai.

Untuk sekolah khusus, seperti SMK
yang memiliki jurusan khusus dengan
jumlah siswa yang sedikit, seringkali
mereka tidak mungkin hanya
mengandalkan dukungan dana BOS
dan BOPDA, karena kebutuhan riil
untuk membiayai guru-guru GTT jauh
lebih besar. Di salah satu SMK yang
memiliki jurusan pendalangan dengan
jumlah siswa hanya 3 orang,
sementara guru yang mengajar
sebanyak 16 orang, tentu tidak
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10.

11.

mungkin  kebutuhan  biaya
operasionalnya bisa dipenuhi sekadar
mengandalkan dana BOPDA.

Proses pengurusan SP] yang sulit dan
memakan waktu memiliki dampak
yang multi effect di sekolah, tidak hanya
pada kualitas pendidikan yang
menurun namun juga seringkali
terlambatnya penyampaian SP] itu
sendiri ke Dinas Pendidikan Kota
Surabaya.

Dalam proses sosialisasi petunjuk
teknis dan pelaksanaan BOPDA,
pihak atau wakil sekolah yang hadir
sebagian besar adalah Kepala Sekolah.
Meski sebagian besar guru menilai
alokasi dana BOPDA yang diterima
sekolah sudah cukup memadai untuk
membiayai kebutuhan operasional
sehari-hari sekolah. Namun, tidak
sedikit guru (33,3%) yang menilai
dana BOPDA yang diterima sekolah
sebetulnya masih kurang sesuai
dengan kebutuhan operasional
sekolah. Secara umum, alokasi dana
BOPDA yang diterima sekolah
ditengarai hanya mampu mencukupi
tidak lebih dari sekitar 50 persen
kebutuhan riil sekolah.

Bagi sekolah RSBI maupun sekolah
pinggiran yang memiliki sarana dan
prasarana pendidikan yang masih jauh
dari layak, kebutuhan riil dan
kebutuhan operasional sekolah
umumnya tidak bisa dipenuhi hanya
dengan mengandalkan dana BOPDA.
Di berbagai sekolah, proses
perencanaan alokasi dana BOPDA
umumnya bukan hanya melibatkan

Kepala Sekolah dan guru saja, tetapi
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12.

13.

14.

15.

16.

16

juga telah melibatkan Komite Sekc;lah
(86,7%) dan bahkan siswa (40 é).
Namun demikian, peran Komite
Sekolah dalam proses penyusunan
RKBS dinilai masih belum maksimal,
dan bahkan tidak sedikit pihak
sekolah yang mengeluhkan bahwa
keberadaan Komite Sekolah justru
menghambat proses penyusunan
RKBS.

Dalam proses penyusunan rencana

kegiatan belanja sekolah (RKBS),
tidak sedikit pihak sekolah yang
mengaku mengalami kesulitan untuk
menetapkan alokasi anggaran yang
tepat dan sesuai kebutuhan peserta
didik.

Di berbagai sekolah, pemanfaatan
sebagian besar dana BOPDA
umumnya adalah untuk pemeliharaan
gedung dan fasilitas sekolah,
pengadaan ATK dan peningkatan
mutu tenaga kependidikan dan
pendidik, serta untuk pengadaan
sarana dan prasarana belajar.

Di berbagai sekolah di Kota Surabaya
tidak pernah terjadi pemotongan
dana BOPDA yang diterima sekolah.
Kesulitan yang dihadapi sekolah
dalam proses pemanfaatan BOPDA
terutama adalah ketika terjadi
perubahan harga antara pengajuan
proposal dengan harga ketika
pelaksanaan program, dan kesulitan
ketika sekolah harus mencari rekanan
pelaksana proyek yang benar-benar
baik.

Di berbagai sekolah, pelakanaan
program BOPDA secara umum telah
memberikan hasil yang cukup

17.

menggembirakan. Kondjig; sar
prasarana di sekolah dalapy, :na day
terakhir diakui siswa meetahun
Namun demikian, di antar, bm baik.
sarana dan prasarana yang eré,
sekolah, menurut para sisw: * di
diteliti, yang mengalami pey,}, g
dan perbaikan cukup signi:l}:an
umumnya adalah ruang gyr, (6;3;1“
ruang Kepala Sekolah (63,1%) U/O)'
(66,7%), kondisi halaman se1kolKS
(63,6%), ruang kelas (58, 2%), kan Ellh
sekolah (57,3%), perpustakatm
(58,7%) dan sarana olahraga (5¢ 9; ;’
Sedangkan, di antara berbagaj fa;ili;;
belajar di sekolah, yang palingh anyak
dikeluhkan siswa terutama adgly,
kondisi laboratorium IPA, W,
kamar mandi siswa, perpustakaan,
dan kursi serta meja belajar Siswa’
Sebanyak 19,1% siswa menyataka,
bahwa kondisi laboratorium [pa
dalam setahun terakhir justru makip
memburuk dan tidak layak bagi sisws,
Walaupun separuh  lebil
perpustakaan sekolah dinilai siswa
makin membaik, namun cukup
banyak siswa (35,1%) yang menilai
bahwa kondisi perpustakaan sekolah
yang ada ternyata tidak berkembang,
dan bahkan ada 6,2% siswa yang
menilai kondisi perpustakaan yangada
di sekolahnya justru makin
memburuk.

Secara umum, kondisi alat peraga
mengajar di berbagai sekolah di
Surabaya bisa dikatakan telah
mengalami perbaikan. Namun
demikian, arah penekanan perbaikan
alat peraga mengajar tampaknya lebih

aQa;

LITERASI| Vol. 2| No.2 | Agustus 2010



fh

4.

Diterbitian oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur

berorientasi pada perbaikan pada
aspek perangkat reknologt mformasi
daripada perbaikan alat peraga belajar
yang elementer, seperti kerersediaan
peta. duplikat rengkorak.bola dunia
dan gambar anatomi tabuh.

Meski ndak semua guru dinilai siswa
memiliki kompetensi dan kualitas
yang baik dalamn mengajar. Namun,
palingtidak dalam setahun terakhir
eleh memperhhatkan indikas: bahwa
kaxalitas suru-guru yang ada cenderung
membaik dan guru juga telah
memberi kesempatan siswa untuk
lebih zkuf berparusipasi di kelas.
Dengan disalurkannya bantuan dana
melalui pelaksanaan Program
BOPDA. idealnya semua sekolah
tidak lagi membebani wali murid
dengan kewajiban untuk membayar
bizyz operasional sekolah, karena
semua telah ditanggung dan dibiayai
dari dana BOPDA. Tetapi, dalam
kenvarzan dan dengan berbagai dalih,
tidak sedikit siswa mengaku bahwa
selama ini mereka umumnya telah
harus membavar dan mengeluarkan
sejumlah dana mambahan tertentu
untuk uang gedung, uang pratikum,
daftar ulang, dan lain sebagainya.

Rekomendasi

Dalam proses penyusunan RKBS,
patokan utama yang seyogianya
dipertimbangkan sekolah adalah
“kepentingan terbaik” peserta didik.
Artinya, apapun program atau
kegiatan yang diusulkan, seyogyianya
dikalkulasi sejauhmana manfaamya

hglkﬁpﬂmnﬁn siswa.

TOPIK UTAMA (1)

b ]
.

Perlu dilakukan perubahan kode
rekening pada BOPDA agar bisa
menjadi lebih sederhana dan fleksibel,
dengan tujuan agar masing-masing
sekolah bisa mengembangkan
program kegiatan yang lebih
kontekstual dan lebih mudah dalam
melakukan realisasi anggaran BOPDA.
Perlu adanya jaminan proses
pencairan dana BOPDA yang benar-
benar sesuai jadwal, agar pihak
sekolah tdak dibebani untuk mencari
dana talangan alternatif. Alasan
perlunya proses pengurusan
penerbitan SK Walikota dan wakru
untuk pembahasan di DPRD,
hendaknya tidak menjadi dalih untuk
memperlambat proses pencairan dana
BOPDA yang pada akhirnya akan
membebani dan menyebab pihak
sekolah harus mengorban kepentingan
terbaik peserta didik.

Perlu dipertimbangkan adanya alokasi
dana khusus bagi sekolah tertentu
yang memiliki kondisi/kultur yang
spesifik, seperti SMK Kejuruan, RSBI
atau sekolah pinggiran yang
membutuhkan dukungan dana lebih
banyak.

Perlu penambahan alokasi dana
BOPDA bagi sekolah, karena
pemberian dana  BOPDA
sesungguhnya tidak hanya untuk
membiayai kebutuhan operasional
sehari-hari sekolah, tetapi yang lebih
penting adalah bagaimana sekolah
dapat memperoleh dukungan dana
yang bisa dialokasikan untuk
meningkatkan kualitas proses
pembelajaran. Di samping itu,
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penambahan alokasi dana BOPDA
bagi sekolah juga perlu dilakukan
untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya tarikan atau beban iuran
tambahan bagi siswa/wali murid.
Perlu dikembangkan dan diperbanyak
pelatihan pengelolaan dan pelaporan
BOS/BOPDA untuk sekolah
penerima BOS/BOPDA, agar pihak
sekolah memiliki SDM yang benar-
benar memadai/expert dalam proses
penyusunan usulan anggaran dan
pelaporan pemanfaatan BOS/
BOPDA. Untuk jenjang SD, bahkan
jika memungkinkan perlu dilakukan
penambahan tenaga administrasi
khusus yang bisa membantu
menanganan manajemen BOS/
BOPDA.

7. Untuk membantu proses penyusunan
usulan program dan pelaporan
pemanfaatan BOPDA, termasuk
mempermudah proses monitoringnya,
ada baiknya jika Dinas Pendidikan
mengembangkan e.BOS/BOPDA yang
bisa dimanfaatkan pihak sekolah

untuk memperlancar proses
penyusunan, pelaporan dan
Daftar Pustaka

10.

TOPIKUTAMA (1) —

pengawasan BOS/BOPDA.

Perlu ditingkatkan hubungap,
kemitraan yang lebih baik antyy,
sekolah (Kepala Sekolah dan gy
dan Komite Sekolah, agar kedua bel,},
pihak ini mampu mengembangkan,
hubungan kolegial yang leb},
produktif -dengan mengacu pad,
satu kepentingan bersama, yakp;
kepentingan terbaik peserta didik.
Selain  untuk mendorong
peningkatan penyediaan fasilitas
teknologi informasi bagi siswa dan,
kegiatan belajar-mengajar, alokas;
dana BOPDA seyogianya juga
diberikan secara memadai untyk
memperbaiki mutu layananp
perpustakaan sekolah.

Perlu dijajagi dan dikaji kembali
adanya wacana yang memungkinkan
bagi pihak sekolah untuk mencari/
menarik dana pendidikan tambahan
dari masyarakat, sepanjang ada
jaminan bahwa dana yang ditarik itu
benar-benar dikelola untuk
kepentingan terbaik siswa dan

dilaporkan secara transparan kepada
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